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SALINAN

KOUISI I?{DEPE[{DEI{ PE?.IILIHA?{
KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 6 TAHUN 2026

TEtITANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa unhrk meningkatkan peranan dan fungsi

koordinasi kehumasan Komisi Independen Pemilihan

Kabupatel Aceh Besar, perlu dilakukan penyesuaian

strulrhrr Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

terhadap struktur organisasi Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Aceh Elesar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam

suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Aceh Besar tentarrg Badan Koordinasi

Hubungan Masyarakat Pada Komisi Independen

Pemilihan Kabupa.ten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Feraturan Femerintah Fenganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang fi,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2OI5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O 14 tentang
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Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O20 Nomor 193, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Repubtik

Indonesia Nomor 61O9), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O23 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2022 tentarrg Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O19 Nomor 32O), sebagaimana tela_h beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Keg'a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 3771;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2O2O tentang T\.rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236), sebogaimana telah beberapa kali diubah, terakhA
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O terrtang
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Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor

8261;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Ta}::.tn 2022

Nomor 1160);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2O23 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiljhan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 87O), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O25 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 22 Tahun 2O23 tentatg Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota @erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

542 / HM.O3. s-Kpt/ O6 / KPU / vlll I 2O2 I tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi

Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Femilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Femilihan Umum l(abupaten/Kota;

Keputusan Komisi Femilihan Umum Nomor

561/HM.O3.5-Kpt/ 06 /WU lVtrU 2O2l tentang Badan

Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN

ACEH BESAR TENTANG BADAN KOORDINASI HI,JB{.JNGAN

MASYARAKAT PADA KOMISI INDEPENDEN PEMIIT{AN

KABTJPATEN ACEH BESAR.

Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, dengan

nama-nama dan kedudukan dalam Badan Koordinasi

Hubungan Masyaralat sebagaimana tercantum dalam

L"a.mpiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana

rlimer-ksud dalam diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi

Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi

Independen Pemilihan Aceh mengenai penyebaran

informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait
kepemiluan d6n |slsmlagaen;

2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan keg'a sama

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dan
jajaran instansi/lembaga di bawahnya serta pemangku

kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Aceh Besar;

3- Merencanakan dqn melaksanakan kegiatan kehumasan;

4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan
data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan

kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan

akurat kepada publik;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil
pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik
kepemiluan;

6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan
tahunan kepada Ketua Komisi Independen pemilihan

Kabupaten Aceh Besar dan kepada Komisi Independen

Pemilihan Aceh untuk kemudian disampaikan kepda
Komisi Pemilihan Umum.
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KETIGA

KEEMPAT

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Partisipasi dan Hubungan

-ox*
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Seluruh pembiayaan yang ditimbtrlkan akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Komisi Independerr Pemifihan Kabupaten Aceh

Besar-

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 12

Tahun 2023 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal O6 Januari 2026

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABI.JPATEN ACEH BESAR,

ttd

T. KHAIRUN SALIM

z
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABI'PATENACEH BESAR

NOMOR 6 TAHT'N 2026

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN

MASYARAKAT PADA KOMISI

INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

BN)AIT KOORDII|ASI IIIIBIIITGAN UASYARAI(AT

PN)A KOMISI IITI'EPENDEN PEUILIHAN KABT'PATEN ACEH BESAR

NO I{AUA JABATAN

I T. Khairun Salim Ketua KIP Kab. Aceh Besar Pembina

2 A. Rahmat Adi Anggota KIP Kab. Aceh Besar Pembina

J Miswar Anggota KIP Kab. Aceh Besar Pembina

4 Agus Samsidi Anggota KIP Kab. Aceh Besar Pembina

5 Malryar Tasnim Anggota KIP Kab. Aceh Besar

6 Chairil Anwar Sekretaris KIP Kab. Aceh Elesar Ketua

7 Cut Lisma Azzahara

Kepala Sub Bagian yang

Membidangi Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia

Ketua Pelaksana

8 Nurrahmawati

Kepala Bagran yang Membidangi

Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi, dan

Hubungan Masyarakat

Ketua Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subb,eian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABTIPATEN ACEH BESAR,

ttd.
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T. KHAIRUN SALIM

I{EI'UDI'I(AIT
DAI.AU TIf

Pembina


